
		

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

0. Kesimpulan
1. Ketentuan sanksi pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika jenis shabu  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau rehabilitasi. Sanksi pidana penjara akan dikenakan terhadappenyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, hukuman penjara paling lama 4 tahun,memiliki narkoba (termasuk shabu) sesuai dengan Pasal 112 UU Narkotika, hukuman penjara 4 hingga 12 tahun untuk kepemilikan narkoba jenis sabu. Hukuman penjara 5 hingga 20 tahun jika kepemilikan lebih dari 5 gram sedangkan menawarkan, menjual, membeli, atau menyerahkan narkoba (termasuk sabu), hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun.Sanksi rehabilitasi diberikan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 54 UU Narkotika. 
1. Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui sanksi rehabilitasi terhadap pecandu  narkotikaadalah penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal. Penerapan tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika mencerminkan pendekatan humanistic dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Undang-undang ini menghendaki Hakim untuk dengan seksama mempertimbangkan keadaan dan kepentingan pelaku. Sanksi hukum tidak serta merta dijadikan sebagai alat pembalasan tapi juga harus mampu mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat, dengan kata kata lain undang-undang ini juga berorientasi pada perlindungan kepentingan pelaku
1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan rehabilitasi pengguna narkotikajenis shabu dalam putusanPengadilan Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srh adalah pada saat ditanggap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram) untuk pemakaian satu hari, dan adanya surat uji laboratorium dimana urine terdakwa positif menggunakan narkotika dan dipersidangan terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, melainkan terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri.
0. Saran
1. [bookmark: _Hlk139119450]Guna kemaksimalan aplikasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika cukup sinkron, perlu dukungan kebijakan melalui kesepakatan bersama antara penegak hukum (integrated criminal justice system) sehingga memaksimalkan penerapan dan eksekusi sinergitas antara pemangku layanan dan pencapaian pencegahan dalam penyalagunaan narkotika 
1. Agar hak rehabilitasi para pecandu dan korban narkotika terlindungi dalam melaksanakan kemanfaatan upaya rehabilitasi dalam pemulihan perlu ditingkatkan sistem pengawasan terhadap penerima manfaat rehabilitasi dan adanya pedoman pelaksanaan yang menjadi standart pelayanan dan  bentuk pengawasan yang dimaksud seperti adanya monitoring yang konsisten dari pihak kementerian sosial terhadap Yayasan yang beergerak dalam bidang rehabilitasi narkotika.
1. Pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika belum dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran No. 04 Tahun 2010 karena terbatasnya anggaran dan lokasi tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu disediakan anggaran yang memadai.
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